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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 201{

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama Bupati Kutai Kartanegara telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012
sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 9031124521 417-
Vl Keu Tanggal 29 Desember Tahun 2011 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2012;

bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2412;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1106)

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

b.

c.



Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3988);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286',);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4497) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

59, tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

1 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuan[an Antira Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 50a3);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik lndorresia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaruan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Piniaman

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OA5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oos tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyerenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a5e3);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor ailg

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oor tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada pemerintahan,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan rnformasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo7 Nomor 1g
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6g3);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2oor tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2oo7
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2004 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a7fi);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200T Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran negara Republik
lndonesia Nomor a816);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia 5104;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintahan ;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 123);



33. Peraturan Pemerintah Nomor g1 tahun 2o1o tentang Jenis pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan penetapan Kepala Daerah
Atau Dibayar Sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 153);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g rahun 2oo7 perubahan
Pertama atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan

Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Hibah Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang
Bersumber DariAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 1 1);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Kartanegara Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010
Nomor 16);

41. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

42. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 25 Tahun 2010
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Mcnetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2012 dengan rincian sebigai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 4.234.469.118.164,10
2. Belanja Daerah Rp. 4.927.563.334.324,49

(-)
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

(693.094.216.160,39)

766.820.692.160,39
73.726.476.000,00

Rp.

Rp.
Rp.

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

(-)

693.094.216.160,39

0,00

Rp. 13.116.437.036,00
Rp. 5.943.214.101 ,00

Rp. 39.250.000.000,00

Rp.

Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 199.381 .112.498,00
b. Dana perimbangan sejumlah .......... Rp.3.533.843.893.609,60
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 501.244.112.056,50

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri darijenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah
b. Retribusi daerah sejumlah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah
d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah sejumlah Rp. 141.071.461.361,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana bagi hasil pqakl Bagi hasil bukan pajakl
sumber daya alam sejumlah Rp.3.424.574.196.609,00

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 59.091.547.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 50.178.150.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri darijenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 288.707.534.256,50
b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 54.082.627.800,00
c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 158.453.950.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal '1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.511.534.875.592,38
Rp 3.416.028.458.732,11b. Belanja Belanja Langsung sejumlah

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :



d.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Belanja pegawai sejumlah
Belanja subsidi sejumlah
Belanja hibah sejumlah
Belanja bantuan sosial sejumlah
Belanja bantuan keuangan Desa sejumlah ........
Belanja bantuan keuangan Kepada Parpol sejumlah .

Belanja tidak terduga sejumlah ......

a. Belanja pegawai sejumlah
b. Belanja barang dan jasa sejumlah
c. Belanja modal sejumlah.

Rp. 999.173.087.285,69
Rp. 12.000.000.000,00
Rp. 119.863.342.446,00
Rp. 86.735.000.000,00
Rp. 282.906.743.460,69
Rp. 856.702.400,00
Rp. 10.000.000.000,00

Rp. 314.084.916.236,35
Rp 1.001.233.889.361,45
Rp. 2 1 00.709.653 "134,31

0,00
0,00

0,00
0,00

terdiri dari jenis

0,00

18.726.476.000,00
55.000.000.000,00

0,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja;

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 766.820.692.160,39
b. Pengeluaran sejumlah ....... .. Rp. 73.726.476.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis
pembiayaan :

a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (siLPA) sejumlah Rp. 766.820.692.160,39

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp.
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah Rp.
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
pembiayaan:
a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
b. penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah sejumlah Rp.
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran ll Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

SKPD;
3. Lampiran lll Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran lV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuanganegara;
Lampiran Vl Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran Vll Daftar piutang daerah;

o.
7.



B.

9.
10.
11.

Lampiran Vlll Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran lX Daftar perkiraan penambahan. dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangin aset lain-lain;
Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran Xll Daftar dana cadangan daerah ; dan
Lampiran Xlll Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

12.
13.

Pasal 6

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasa! 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2011

KARTANEGARA

Perda ini dinyatakan sah
pada tanggal 30 Desember 2011

Kutai Kartanegara

SEKRETARIS DAERAH

HROEL MM
tP. 19 3092 10 1 001
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